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Abstract. Marriage is a complex institution, and in this context, the Prenuptial Agreement (PNA)
becomes increasingly relevant and significant. This research aims to explore the legal aspects
involved in PNA and its implementation in Indonesia. PNA is a written agreement between a
couple before marriage that regulates their financial rights and obligations during the marriage
and in the event of divorce or separation. In-depth study of the legal foundation and
implementation of PNA in Indonesia involves analysis of marriage laws, principles of justice, and
civil law. Cultural, social, and economic factors influencing the perception and implementation
of PNA are also explored. The findings of this research are expected to provide a deeper
understanding of the dynamics of PNA in Indonesia, including potential legal challenges and
ways to optimize its successful implementation. The implications of these findings can contribute
to the development of more precise and supportive regulations, provide legal certainty, and
promote fair rights and obligations for couples signing PNAs in Indonesia.
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Abstrak. Pernikahan merupakan institusi yang kompleks, dan dalam konteks ini, Perjanjian Pra
Nikah atau Prenuptial Agreement (PNA) menjadi hal yang semakin relevan dan signifikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terlibat dalam PNA dan
implementasinya di Indonesia. PNA adalah perjanjian tertulis antara pasangan sebelum menikah
yang mengatur hak dan kewajiban finansial mereka selama pernikahan dan dalam hal perceraian
atau pemisahan. Studi mendalam tentang landasan hukum dan penerapan PNA di Indonesia
melibatkan analisis terhadap undang-undang perkawinan, prinsip-prinsip keadilan, dan hukum
perdata. Faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi persepsi dan penerapan
PNA juga dieksplorasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
lebih mendalam terhadap dinamika PNA di Indonesia, mencakup tantangan hukum yang mungkin
muncul dan cara mengoptimalkan keberhasilan implementasinya. Implikasi temuan ini dapat
berkontribusi pada perkembangan regulasi yang lebih tepat dan mendukung, memberikan
kepastian hukum, dan mempromosikan hak serta kewajiban yang adil bagi pasangan yang
menandatangani PNA di Indonesia.
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PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai institusi sosial dan hukum memiliki dimensi yang kompleks,
melibatkan sejumlah aspek dan kewajiban antara pasangan suami istri. Dalam dinamika
pernikahan, Perjanjian Pra Nikah atau Prenuptial Agreement (PNA) muncul sebagai
instrumen hukum yang semakin penting dan relevan. PNA adalah perjanjian tertulis
antara pasangan sebelum menikah yang mengatur hak dan kewajiban finansial mereka
selama pernikahan dan dalam situasi perceraian atau pemisahan. Dalam konteks hukum
pernikahan di Indonesia, PNA menggambarkan dimensi baru dalam pandangan dan
penanganan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang
aspek-aspek hukum yang terlibat dalam PNA dan bagaimana perjanjian ini
diimplementasikan di Indonesia. PNA mencakup kajian mendalam terhadap undang-
undang perkawinan yang ada, prinsip-prinsip hukum perdata, serta pertimbangan
keadilan yang menjadi landasan bagi perjanjian semacam itu. Prenuptial Agreement
(PNA) melibatkan kajian yang mendalam terhadap berbagai aspek hukum, mencakup
pemahaman terhadap undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam
konteks ini, penelitian melibatkan analisis teliti terhadap ketentuan-ketentuan hukum
yang mengatur perkawinan, termasuk hak dan kewajiban pasangan yang secara otomatis
terbentuk seiring dengan pernikahan. PNA juga mempertimbangkan prinsip-prinsip
hukum perdata yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada aspek kepemilikan,

tanggung jawab finansial, serta hak-hak dan kewajiban pasangan terkait harta bersama.

Selain itu, PNA didasarkan pada pertimbangan keadilan yang bersifat kontekstual.
Hal ini mencakup penilaian terhadap sejauh mana perjanjian tersebut adil bagi kedua
belah pihak, mengingat perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya pasangan
yang menikah. Pertimbangan keadilan ini juga melibatkan penilaian terhadap kontribusi
masing-masing pasangan terhadap pernikahan dan cara mereka berkontribusi pada
keberlanjutan hubungan tersebut. Ketiga aspek tersebut bersifat saling terkait,
menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif dan kontekstual untuk PNA.
Dengan mendalami aspek-aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana PNA direncanakan,
diimplementasikan, dan diterapkan dalam realitas perkawinan di Indonesia. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga pada
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pengembangan pandangan hukum dan pemahaman masyarakat terkait PNA, merinci
perannya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang

memutuskan untuk menjalin ikatan pernikahan.

Namun, penerapan PNA di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum
semata. Aspek budaya, sosial, dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam
memahami persepsi masyarakat terhadap PNA dan sejauh mana perjanjian ini dapat
diterima dan diimplementasikan dengan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan
mengeksplorasi faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi penerapan PNA di
Indonesia. Dengan mendalami aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman hukum terkait PNA di
Indonesia, merinci tantangan-tantangan yang mungkin timbul, dan memberikan wawasan
tentang cara mengoptimalkan implementasi PNA dengan mempertimbangkan konteks
budaya, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat
memberikan landasan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam regulasi
terkait PNA, memberikan kejelasan hukum, dan memastikan perlakuan yang adil bagi

pasangan yang memutuskan untuk menandatangani PNA di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mendalami aspek-
aspek dan penerapan hukum Prenuptial Agreement (PNA) di Indonesia. Pendekatan ini
dipilih karena dapat memberikan wawasan yang komprehensif terhadap landasan teoritis
dan praktis PNA, serta memfasilitasi pemahaman mendalam terkait dinamika peraturan
hukum yang terkait. Langkah pertama melibatkan pengumpulan sumber literatur terkait,
seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum yang mencakup PNA di konteks
Indonesia. Analisis kritis terhadap literatur-literatur tersebut dilakukan untuk
mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur PNA, serta mengidentifikasi tren,

tantangan, dan praktek terbaik yang muncul dari konteks lokal.

Pemahaman mengenai undang-undang perkawinan di Indonesia menjadi fokus
utama dalam menganalisis aspek hukum yang melibatkan PNA. Hal ini melibatkan studi
mendalam terhadap pasal-pasal yang terkait dengan hak dan kewajiban pasangan,

terutama dalam konteks finansial dan pemisahan harta bersama. Selanjutnya, metode
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literatur review akan mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum perdata yang relevan dengan
PNA. Aspek-aspek seperti kepemilikan, tanggung jawab finansial, serta hak dan
kewajiban pasangan dalam konteks harta bersama akan dianalisis untuk memberikan
gambaran yang komprehensif. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor
budaya, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi persepsi dan penerapan PNA di
Indonesia. Dengan demikian, metode literatur review diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika PNA, mencakup
tantangan hukum yang mungkin muncul dan strategi untuk mengoptimalkan keberhasilan

implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dan pemahaman terhadap Aspek-Aspek dan Penerepan Hukum
Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement/PNA) di Indonesia melibatkan sejumlah
faktor yang memainkan peran krusial dalam konteks hukum perkawinan. Aspek hukum
perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang yang mengakui prinsip-prinsip dasar
serta hak dan kewajiban pasangan dalam sebuah pernikahan. Pertama, Undang-Undang
Perkawinan di Indonesia menjadi dasar utama untuk memahami dan menerapkan PNA.
Penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang mengatur
perkawinan, termasuk kewajiban pasangan dan prinsip-prinsip yang harus dihormati
dalam konteks hukum pernikahan. Kedua, penerapan PNA melibatkan pertimbangan
aspek keadilan dan kontekstual. Sebagai instrumen hukum yang melibatkan perjanjian
antara dua individu, aspek keadilan dalam perundingan dan pembuatan PNA menjadi
faktor penting. Selain itu, perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi di Indonesia
memainkan peran dalam memahami konteks penerapan PNA, yang perlu mencerminkan

nilai-nilai lokal dan kebutuhan pasangan.

Ketiga, PNA mencakup perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan.
Dengan merinci hak dan kewajiban finansial, PNA dapat memberikan kejelasan terkait
pembagian aset dan tanggung jawab finansial pasangan, terutama dalam situasi
perceraian. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap bagaimana PNA dapat
memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah menjadi esensial dalam

diskusi ini. Keempat, perbandingan PNA dengan hukum perkawinan konvensional
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menjadi elemen penting untuk memberikan perspektif lebih luas. Melalui perbandingan
ini, dapat diidentifikasi perbedaan, kelebihan, dan kelemahan dalam konteks kepastian
hukum dan perlindungan bagi pasangan yang menjalankan PNA. Hal ini dapat membuka
jalan untuk memahami bagaimana PNA dapat diterima dan diintegrasikan secara lebih
efektif dalam kerangka hukum perkawinan di Indonesia. Kelima, praktik terbaik dalam
implementasi PNA perlu dicermati. Menyoroti praktik terbaik dalam perencanaan,
implementasi, dan penerapan PNA di Indonesia, dengan mempertimbangkan pengalaman
negara-negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan PNA ke dalam sistem hukum
perkawinan mereka, dapat memberikan pandangan berharga untuk pengembangan dan
pembaruan regulasi di tingkat nasional. Pemahaman mendalam tentang aspek-aspek
hukum dan penerapan PNA di Indonesia menjadi esensial untuk memastikan bahwa
pernikahan dijalankan dengan kejelasan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi kedua
belah pihak. Penelitian dan diskusi mengenai hal ini diharapkan dapat membantu
membentuk pandangan yang lebih komprehensif dan mendalam terkait peran serta PNA

dalam konteks perkawinan di Indonesia.
A. Perbandingan PNA dengan Hukum Perkawinan Konvensional

Perbandingan antara Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement/PNA) dengan
hukum perkawinan konvensional membawa kita pada pemahaman mendalam tentang
perbedaan esensial, kelebihan, dan kelemahan di dalamnya. Hukum perkawinan
konvensional, yang berakar pada undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia,
secara otomatis mengatur hak dan kewajiban pasangan tanpa memerlukan perjanjian
tertulis sebelum pernikahan. Di sisi lain, PNA memberikan fleksibilitas kepada calon
pasangan untuk secara khusus menentukan hak dan kewajiban finansial mereka selama

pernikahan, menciptakan kerangka hukum yang lebih terperinci dan terinci.

Kelebihan PNA terletak pada kemampuannya untuk memberikan kejelasan dan
kepastian hukum yang lebih besar. Dengan merinci hak dan kewajiban finansial secara
rinci sebelum pernikahan, pasangan dapat menghindari ketidakpastian yang mungkin
muncul dalam hukum perkawinan konvensional. Namun demikian, kelebihan ini juga
bisa menjadi kelemahan jika perjanjian tersebut tidak disusun dengan cermat, karena
dapat menimbulkan konflik atau ketidakadilan di kemudian hari. Dalam hukum

perkawinan konvensional, perlindungan hukum untuk pasangan telah ditetapkan oleh
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undang-undang, memberikan dasar yang kuat bagi hak dan kewajiban keduanya. PNA,
di sisi lain, memberikan fleksibilitas tambahan yang memungkinkan penyesuaian lebih
spesifik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasangan. Namun, keleluasaan ini juga
membawa risiko jika perjanjian tersebut tidak memadai atau melupakan aspek-aspek

tertentu.

Perbandingan ini juga memperhitungkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya
dalam konteks Indonesia. Kajian mendalam terhadap bagaimana PNA dan hukum
perkawinan konvensional diimplementasikan dalam masyarakat memberikan gambaran
yang lebih utuh tentang dampak dan tantangan yang mungkin dihadapi pasangan dalam
menjalankan pilihan hukum mereka. Dengan merinci perbandingan ini, penelitian ini
memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang peran dan relevansi PNA dalam
memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan di Indonesia,

menggambarkan kontribusinya dalam mengelola kompleksitas institusi pernikahan.
B. Praktik Terbaik dalam Implementasi PNA

Praktik terbaik dalam implementasi Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial
Agreement/PNA) menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya di
Indonesia. Merinci dan mengidentifikasi praktik terbaik melibatkan kajian mendalam
terhadap pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan PNA ke
dalam sistem hukum perkawinan mereka. Negara-negara seperti Amerika Serikat,
Prancis, dan Jerman telah menjadi contoh bagaimana praktik terbaik ini dapat diterapkan
secara efektif. Salah satu praktik terbaik yang patut dicontoh adalah pendekatan yang
inklusif dan terperinci dalam menyusun PNA. Hal ini melibatkan pihak yang akan
menikah secara aktif dalam proses perencanaan dan penyusunan perjanjian. Pengalaman
negara-negara maju menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pasangan dalam
menentukan ketentuan-ketentuan PNA tidak hanya menciptakan kejelasan, tetapi juga

mendorong dialog terbuka yang dapat meminimalkan potensi konflik di masa depan.

Selain itu, edukasi publik dan advokasi hukum menjadi kunci kesuksesan
implementasi PNA. Praktik terbaik mencakup penyuluhan dan penyebarluasan informasi
kepada masyarakat mengenai keberadaan, manfaat, serta proses penyusunan PNA.
Negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan PNA dengan baik mengalami

peningkatan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, menciptakan
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budaya hukum yang mendukung pelaksanaan PNA. Praktik terbaik juga menekankan
perlunya adanya fasilitas hukum yang mudah diakses dan terjangkau untuk menyusun
PNA. Proses hukum yang rumit dan biaya yang tinggi dapat menjadi hambatan utama.
Negara-negara yang telah berhasil mengatasi kendala ini memberikan contoh tentang
bagaimana menciptakan lingkungan hukum yang mendukung dan mendorong pasangan

untuk menyusun PNA tanpa menghadapi kendala finansial yang berlebihan.

Prinsip kebebasan berkontrak, yang diakui dalam Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyatakan bahwa kontrak yang dibuat dengan
suka sama pihak memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi mereka.
Penerapan dalam konteks PNA: Pasal ini dapat diartikan sebagai dasar hukum untuk
praktik inklusif dalam penyusunan PNA, di mana pasangan memiliki kebebasan untuk
menentukan ketentuan-ketentuan perjanjian mereka. Prinsip Keadilan Sosial (Pasal 27
UUD 1945): Pasal 27 UUD 1945 menyatakan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Penerapan dalam konteks PNA: Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang PNA dapat diinterpretasikan sebagai langkah untuk mencapai keadilan sosial, di
mana informasi dan pemahaman tentang hak dan kewajiban finansial pasangan menjadi

lebih merata

Mengidentifikasi dan menerapkan praktik terbaik dari berbagai belahan dunia
dapat memberikan dasar yang kuat untuk penyempurnaan regulasi dan implementasi
PNA di Indonesia. Praktik terbaik ini, ketika disesuaikan dengan konteks dan nilai-nilai
lokal, dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk memberdayakan pasangan dalam
mengelola hak dan kewajiban finansial mereka, memberikan landasan hukum yang jelas,

dan merangsang perkembangan budaya hukum yang progresif di masyarakat.
C. Pengaruh PNA Terhadap Dinamika Pernikahan

Pengaruh Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement/PNA) terhadap dinamika
pernikahan melibatkan serangkaian faktor kompleks yang mencakup aspek psikologis,
emosional, dan keberlanjutan hubungan. Dalam memahami dampak PNA pada dinamika
pernikahan, perlu diperhatikan bahwa setiap pasangan memiliki pengalaman dan persepsi
yang unik terkait dengan perjanjian tersebut. Aspek psikologis pasangan yang
menjalankan PNA dapat menjadi fokus utama dalam menganalisis dampaknya.

Keterlibatan dalam penyusunan PNA bisa menciptakan kesadaran yang lebih tinggi
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terkait dengan aspek finansial dan hukum pernikahan. Pasangan yang terlibat secara aktif
dalam proses ini dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang

ekspektasi masing-masing terkait keuangan dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Selain itu, PNA juga dapat memengaruhi dinamika emosional pasangan.
Kejelasan dan transparansi yang dihasilkan dari perjanjian ini dapat menciptakan
lingkungan yang lebih terbuka untuk berkomunikasi. Namun, di sisi lain, proses
perundingan dan pembuatan PNA juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dielola
dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pasangan merespons
secara emosional terhadap perjanjian ini dan bagaimana mereka dapat mengelola konflik
yang mungkin muncul. Dalam konteks keberlanjutan pernikahan, PNA dapat berperan
sebagai alat yang membentuk ekspektasi dan tanggung jawab finansial pasangan di masa
depan. Dengan merinci hak dan kewajiban finansial dalam pernikahan, PNA dapat
menciptakan landasan yang kuat untuk keberlanjutan hubungan. Namun, perlu diingat
bahwa dinamika ini dapat berbeda untuk setiap pasangan, tergantung pada sejauh mana
PNA diartikan sebagai sarana perlindungan atau sebagai potensi ancaman terhadap
hubungan mereka. . Prinsip Akses Terhadap Keadilan (Pasal 28H UUD 1945): Pasal 28H
UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di dalamnya termasuk hak atas
keadilan. Penerapan dalam konteks PNA: Penyediaan fasilitas hukum yang mudah
diakses dan terjangkau dapat dihubungkan dengan prinsip akses terhadap keadilan,
memastikan bahwa pasangan memiliki akses yang setara untuk menyusun PNA tanpa

hambatan biaya yang berlebihan.

1. Fokus pada Pembagian Harta dan Aspek Keuangan: Penting untuk diakui bahwa
Perjanjian Pra Nikah (PNA) tidak hanya bersifat mekanistik dalam pembagian
harta, melainkan juga membentuk landasan keuangan dan tanggung jawab yang
saling dimengerti di antara pasangan. PNA mencakup rincian yang sangat spesifik
mengenai bagaimana aset dan kewajiban keuangan akan dikelola selama
pernikahan dan, jika diperlukan, dalam situasi perceraian atau pemisahan. Oleh
karena itu, memahami PNA sebagai instrumen untuk membentuk kejelasan
finansial dan keseimbangan tanggung jawab antarpasangan menjadi kunci dalam

merinci dampaknya terhadap dinamika pernikahan.
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2. Instrumen untuk Minimalkan Ketidakpastian di Masa Depan: Lebih dari sekadar
dokumen hukum, PNA berfungsi sebagai instrumen proaktif untuk
meminimalkan ketidakpastian di masa depan. Dengan merinci hak dan kewajiban
finansial, perjanjian ini menciptakan kerangka kerja yang kuat, memberikan
pasangan dasar keuangan yang jelas untuk mengelola pernikahan mereka. Ini
berpotensi mengurangi konflik yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu,
karena pasangan telah mendefinisikan dan menyetujui parameter keuangan

mereka sejak awal.

3. Dampak Holistik pada Dinamika Pernikahan: Analisis dampak PNA pada
dinamika pernikahan harus melibatkan pemahaman holistik terhadap hubungan
pasangan. Perjanjian ini tidak hanya memengaruhi aspek keuangan, tetapi juga
dapat memiliki dampak psikologis dan emosional. Oleh karena itu, pendekatan
holistik diperlukan untuk memahami bagaimana perjanjian ini membentuk dan
memengaruhi perjalanan pernikahan, mengakui bahwa setiap pasangan memiliki
pengalaman yang unik. Ini melibatkan penilaian terhadap kontribusi masing-
masing pasangan terhadap pernikahan dan bagaimana mereka secara bersama-

sama berkontribusi pada keberlanjutan hubungan mereka.

Dalam keseluruhan konteksnya, PNA bukan hanya perjanjian hukum formal; ini
adalah kesepakatan yang membentuk pondasi bagi kejelasan, kepastian, dan

keseimbangan dalam hubungan pernikahan.

KESIMPULAN

Secara menyeluruh, eksplorasi Aspek-Aspek dan Penerepan Hukum Perjanjian
Pra Nikah (Prenuptial Agreement/PNA) di Indonesia mengungkapkan kompleksitas dan
relevansi perjanjian ini dalam kerangka hukum perkawinan. Dalam pemahaman
mendalam terhadap dinamika pernikahan, terlihat bahwa PNA bukan hanya merupakan
dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan realitas budaya, sosial, dan ekonomi di
Indonesia. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan
menjadi landasan utama yang membentuk kerangka kerja untuk PNA. Analisis mendalam
terhadap undang-undang ini mengungkapkan prinsip-prinsip dasar serta hak dan
kewajiban pasangan dalam pernikahan. Penerapan PNA juga melibatkan pertimbangan

aspek keadilan dan kontekstual, di mana perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi di
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Indonesia memainkan peran penting dalam merancang perjanjian yang mencerminkan

nilai-nilai lokal dan kebutuhan pasangan.

PNA memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan melalui
rincian hak dan kewajiban finansial. Hal ini mencakup pembagian aset dan tanggung
jawab finansial pasangan, terutama dalam situasi perceraian. Perbandingan PNA dengan
hukum perkawinan konvensional memberikan wawasan tentang perbedaan, kelebihan,
dan kelemahan, membuka jalan bagi integrasi yang lebih efektif dalam kerangka hukum
perkawinan di Indonesia. Praktik terbaik dalam implementasi PNA menjadi elemen kunci
untuk memberikan pandangan yang berharga. Menyoroti pengalaman negara-negara lain
yang telah berhasil mengintegrasikan PNA dapat memberikan inspirasi untuk
memperbarui regulasi di Indonesia. Terakhir, dampak PNA terhadap dinamika
pernikahan mencakup aspek psikologis dan emosional pasangan, serta bagaimana
perjanjian ini dapat memengaruhi keberlanjutan pernikahan. Kesimpulannya,
pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek hukum dan penerapan PNA di Indonesia
penting untuk memastikan kejelasan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pasangan
yang menikah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu membentuk pandangan yang
lebih komprehensif dan mendalam tentang peran serta PNA dalam konteks perkawinan
di Indonesia, serta memberikan kontribusi pada perkembangan regulasi yang lebih tepat

dan mendukung.
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